
SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN DAERAH NABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR l TAIIT'N 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DA,ERAH I(ABUPATEI{ DELI SERDANG

NOMOR 4 TAIITff 2019 TEITTANG REI{CANA PEMBANGUNAN JANGI(A

MET{ENGAII DAERAH KABI'PATEN DELI SERDAI{G TAHUT{ 2OI9-2O24

BUPATI DELI SERDAIIG,

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasat 342 ayat (1) huruf c

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangu.nan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, yang menyatakan: ayat (1) bahwa Perubahan

b
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c

RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi

perubahan yang mendasar dan ayat (3) bahwa perubahan

yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik,

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan

nasional, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019

tenta-ng Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2Ol9-2O24;

Pasal 18 ayat (61) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20O5-

2O25 (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor l l2,Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O08 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

l9,Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (I,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang

Standar Pelayanan Minimal (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20 17 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 136);

18. Peraturalr Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pemba-ngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah cian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunal Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6

Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9-2O23 (Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun

2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2O10 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2016 tenta-ng Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O16 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1

Tahun 2O2l tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O2l-2O41 (Lembaran

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor l);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR

4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

TAHUN 2OI9-2O24

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdalg

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RPJMD ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB tV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arahan Kebijakan dan Program Pembangunan

Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat

Daerah;

BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB IX : Penutup.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:2



Pasal 4

(1) Isi dan uraian Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, tercantr.m dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

padatanggal 72Juu2023

BTIPATI DELI SERDANG,

Ttd
ASHARI TA"MBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam

Pada taflggal 12 Juni 2023

AEXRETARIS DAERAII KABI'PATEIT DELI SERI'AITG

Ttd

II. TIMITR TITMAI{GGOR, S.Sos, M.AP

BERITA DAERAH KAI}UPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI

SUMATERA UTARA, NOMOR L-49/2023

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN M

MHD. SLIH SIREGAR, SH
NrP. 19840820 201001 1017


